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Menimbang

Mengingat

NOMOR : 67

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI DOMPU
' 3¢
NOMOR: & w016

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan Peraturan
Pemenintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2016;

-

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a di atas. perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2."Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Desa;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemecrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
'dan Belanja Negara sebagaimana teiah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3.

n

Bupati adalah Bupati Dompu.
Daerah adalah Kabupaten Dompu.

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usu! dan adat istiadat setempat
vang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD
adalah BPD desa yang bersangkutan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Dompu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDes, adaiah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta
ditetapkan dalam peraturan desa

Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan yang harus
dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam
penyusunan dar: penetapan APBDes.

(53)




1)

2)

3)

4)

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2016, meliputi :
a. Pengertian;

b.  Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDes;

c. Teknis penyusunan APBDes;

d. Hal lain dalam penyusunan APBDes.

Uraian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2016
sebagaimana dimaksud pada ayat 1} tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Bupati ini.

Struktur APBDes Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [i Peraturan Bupati ini;

Penata usahaan keuangan APBDes dilaksanakan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri 113 Tahun 2014
dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memernintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal : @3 -Q%- 2015

0";% BUPATI Donmé
4

P -
% MUHAMMAD AGUS PATRIA
\

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal : @3 = 201§
SEKRETARIS DAE UPATEN DOMPU
“~—H.AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR é’,]"'




j\l

10.

I1.

LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI DOMPU
Nomor :0O¢Tahun 2016

Tanggal : Q7-~Z~ 2016

Tentang :

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

PENGERTIAN

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban dan pengawasan keuangan desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes
adalah rencana keuangan tahunan pemernintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan
Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut
PTPKD adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis dan
Bendahara.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyctorkan, menatausahakan, membayarkan
dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDes.

Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil
musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjuinya
disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6

{enam) tahun.

Pendapatan desa adalah uang yang masuk ke kas desa tanpa Ada
kewajiban untuk membayar kembali.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana
perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Dompu yang diterima oleh Desa setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat.




15;

16.

18.

Belanja desa adalah uang yang keluar dari kas desa yang tudak bisa
ditarik kembali.

Surplus Anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan
belanja desa

Defisit Anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja desa.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang
scbagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDES

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa
dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2016 terkait dengan Pendapatan
Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

Pendapatan Desa
a. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)
Pendapatan Asli Desa, meliputi :

1) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas desa
dan hasil BUMDES;

2) Hasil Aset, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian
umum, jaringan irigasi dan lain-lain;

L] s avraemalons.
3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat,

4) Lain-lain pendapatan asli desa, meliputi pungutan desa;

5} Dalan upaya pengeioiaan PADes, agar memperhatikan hal-hal

scbagai berikut :

a) Dalam merencanakan target PADes agar mempertimbangkan
kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2016 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa
tanah kas desa;

b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada

umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang

memberatkan masyarakat;

¢) Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan
luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara
keseluruhan;
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d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber
pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang
tahunan terhadap tanah kas desa, Kepala Desa terlebih
dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi,
harga dasar sewa/lelang tanah Kas Desa yang akan
disewakan.

e) Hasil penyewaan/lelang tanah kas desa dimasukkan ke
dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor
rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis
perbankan;

Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan
oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;

g Penectapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang
Pendapatan Desa dari Pasar Desa /Kios Desa, obyek
rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa,
tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya
serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar
disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta
memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;

hj) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan
pemungutan yang yang tidak diatur dalam Peraturan Desa
dan/atau di luar kewenangan desa.

1) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang
berupa uang menjadi pendapatan dalam APBDesa
sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak
berbentuk uang dicatat tersendiri dalam  buku
swadaya/ partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer

1)
2)
3)
4)

Dana desa ;

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Alokasi Dana Desa (ADD);

Bantuan Keuangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Dompu,

Bantuan Kcuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa

tetapi tidak dilerapkan dalam keientuan penggunaan paiing
sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga

. mom W memal
puluh persen) untuk Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala

Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa,
Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa ‘dan
Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Kelompok pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi :

1)

2)

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak
mengikat;

Lain-lain pendapatan desa yang sah.
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Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa vang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam
rangka mendanail penyelenggaraan kewenangan desa, meliputi 5 bidang
yaitu:

)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Pelaksanaan Pembangunan Desa;
Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
Belanja Tak Terduga.

Belanja desa dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

1)

2)

Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran
Belanja , Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :

a) Pemenuhan kebutuhan dasar;
b) Pembangunan sarana dan prasarana desa;
c) Pengembangan potensi ekonomi lokal;

d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.

Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran
Belanja Desa digunakan untuk:

a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa;

b) Operasional Pemerintah Desa;
¢) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa,

d) Insentif RT dan RW.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesua: dengan
kebutuhan Desa, meliputi :

1) Belanja Pegawai untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang dianggarkan dalam kelompok
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, sebagai berikut

a) Bagi Desa yang mendapatkan ADD yang berjumlah lebih
dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus Jjuta rupiah),
maka belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa digunakan antara Rp.
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus):
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b) Bagi Desa yang mendapatkan ADD yang berjumiah lebih
dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiafl,
maka belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa  digunakan antara Rp
360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per
seratus);

¢) Ketentuan tentang pembagian penggunaan Penghasilan
tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai point 1)
huruf a) dan b) tersebut diatas adalah sebagai berikut :

(1). Besaran penghasilan tetap Kepala Desa serendah-
rendahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan
setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

(2). Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS
adalah sebesar 70 % (tujub puluh perseratus) dari
penghasilan Kepala Desa.

(3). Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya
non PNS adalah sebesar S0 % (lima puluh
perseratus) dari penghasilan Kepala Desa.

(4). Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus)
dari total APBDes setelah diakumulasikan dengan
tunjangan dan operasional BPD, Insentif RT/RW
dan Operasional Pemerintah Desa.

d) Tunjangan penghasilan dan tunjangan kesehatan untuk
pembayaran premi BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa besumber dari APBDesa, dan termasuk dalam
ketentuan penggunaan paling banyak 30 % (tiga puluh
perseratus) dari jumlah APBDes;

e) Besaran Honorarium bagi Bendahara Desa yang berasal
dari Staf pada Urusan Keuangan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan desa dan beban kerja Bendahara
Desa;

f) Besaran Honorarium bagi Juru Pungut Pajak Bumi dan
Bangunan yang bukan berasal Perangkat Desa,
disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dai
beban kerja Petugas Juru Pungut Pajak Bumi dan
Rangunan.

2) Operasional Pemerintah Desa, dipergunakan untuk

3)

mendukung operasional pemerintah desa, meliputi alat tulis
kantor, benda pos, pemeliharaan aset desa,
cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan
dinas dan lain-lain, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30
% (tiga puiluh perseratus] dari itotal Anggaran Belanja Desa
setelah diakumulasikan dengan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa, Tunjangan dan

Operasional BPD serta Insentif RT/RW. :

Tunjangan dan Operasional dan BPD, dengan ketentuan tidak
boleh melebihi 30 % (tiga pululi perseratus) dari total Anggaran
Belanja Desa setelah diakumulasikan dengan Penghasilan
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4)

S)

Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa,
Operasional Pemenntah Desa dan Insentuf RT/RW,
dipergunakan untuk :

a} Tunjangan pimpinan dan anggota BPD dengan ketentuan
sebagal berikut :

01) Tunjangan jabatan Ketua BPD sebesar
Rp. 250.000,- {dua ratus lima puluh ribu rupiahj)
sampai dengan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah).

02) Tunjangan jabatan Wakil Ketua BPD maksimal
80 % (delapan puluh perseratus) dari tunjangan
Ketua BPD.

03) Tunjangan jabatan Sekretaris BPD maksimal 70 %
{tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD.

04) Tunjangan jabatan masing-masing Anggota BPD
maksimal 60 % (enam puluh perseratus) dan
tunjangan Ketua BPD

b) Operasional BPD meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat,
cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian
seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan
keuangan desa.

Insentif RT dan RW, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30
% (tiga puluh perseratus) dari total Anggaran Belanja Desa
sctelah diakumulasikan dengan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa, Operasional
Pemerintah Desa serta Tunjangan dan operasional Tunjangan
BPD.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:

01) Alat Tulis Kantor;

02) Benda Pos;

03) Bahan/materiai;

04) Pemeliharaan Motor Dinas;

05) Pemeliharaan Komputer/Laptop

06) Foto Copy/Cetak/Penggandaan;

07) Air, Listrik dan Telepon,;

08) ‘Sewa peralatan dan perlengkapan kantor;
09) Sewa Gedung;

10) Sewa peralatan penunjang pekerjaan;

11) Makan dan minum rapat;

12) Makan dan minum kegiatan,;

13) Makan dan minum tamu;

14) Pakaian dinas dan atributnya;

15) Pakaian Khusus hari-harni tertentu;

16) Pakaian Kerja Lapangan

17) Perjalanan dinas;

18) Bahan Bacaan/literatur Perundang-Undagan;
19) Bahan pelatihan;
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No ! Tempat Mm Perjalanan

20) Upah kena;

21) Honorarium

22) Uang saku peserta kegiatan;

23) Bibit tanaman;

24) Biaya notaries dalam rangka pengesahaan AD/ART

BUMDesa;,

25) Biaya kontribusi pelatihan;

26) Alat dan bahan kebersihan;

27} Pemberian barang yang diserahkan kepada masyarakat /
* kelompok masyarakat;

28) Hadiah.

Adapun besaran biaya perjalanan dinas untuk Aparatur

Pemernntahan Desa dan BPD diatur sebagai berikut :

Besaran Uang ( Rp )

S dan Ketua BPD \ Desa dan
1 | | Anggota BPD f
1 L (Rp) Bl (Rp) d
! , !
/1 | Dalam wilayah Kecamatan | 35.000 | 20.000
| Pekat { l
‘ % |
] 2 | Dalam wilayah Kecamatan 25.000 15.000 ?
r ] R
é 3 ! Dalam wilayah Kecamatan 15.000 10.000 |
|| Kcmpo - {
4 i Dalam wilayah Kecamatan 15.000 10.000 |
; i Manggelewa 4 |
'S5 | Dalam wilayah Kecamatan 15.000 10.000 |
| |
' 6 | Dalam wilayah Kecamatan 15.000 10.000
.| Woia B
r
' 7 { Dalam wilayah Kecamatan 15.000 10.000
. Dompu
R
'8 ! Dalam wilayah Kecamatan | 15.000 | 10.000 |
L | Pajo | l |

Standar biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang

dilaksanakan olch desa berpedoman pada Keputusan Bupati

Dompu Nomor 900/01/DPPKAD/TAHUN 2016 tentang Biaya
Perjalanan Dinas.

Belanja honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Desa (PTPKD) maksimal 2 % (dua perseratus) dari nilai yang -
tercantumn dalam APBDes.
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6} Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan desa, antara lain :

01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16
17)
18)
19)

Komputer / Laptop;

Printer;

Brangkas;

Meja / Kursi,

Sound System,;

Alat Studio;

Kamera;

Kalkulator/Mesin Hitung;
Kendaraan Dinas Roda 2;
Kendaran Bermotor Penumpang;
Kendaraan Bermotor Angkut Barang;
Kendaraan Bermotor Roda 3;

Alat angkutan apung bermotor;
Alat angkutan apung tak bermotor;
Alat Perbengkelan;

Traktor;

Kompresor,

Mesin Bor

Belanja Modal lainnya;

7) Belanja Tak Terduga.

a)

b)

Pembiayaan

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa
(KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang
belum tersedia anggarannya.

Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
dan/ataun mendesak, antara lain dikarenakan bencana
alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud
huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pembiayaan Desa melipud semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

1) Pembiayaan terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

2) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b) Pencairan Dana Cadangan; dan
c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
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4)

7)

8)

9)

10)

11)

13)

SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan
terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan
lanjutan.

SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil dari pada realisasi belanja;

b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

¢} mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke
rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk
menganggarkan pengganti penjualan kekayaan desa vang
dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dani :
a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
b) Penyertaan Modal BUMDes.

c) Pembayaran utang desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa

paling sedikit memuat :

a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan,;

d) sumber dana cadangan; dan e) tahun anggaran pelaksanaan
dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumbe 1 --._,-s.......
atas penerimaan Desa, kecuali dari
penggunaannya telah ditentukan secara khu us berdasarkan

peraturain pern uuuu.ug- uuuuugau

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening
tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatan Kepala Desa.

Besar nilai Penyertaan Modal Bumdes sebagaimana dimaksud
point 7} huruf b} adalah minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes

Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa dan BPD
perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:
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Dalam penyusunan APBDes tetap berpedoman kepada :

a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan terakhir
terhadap Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5 b.  Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa

2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal
sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa menyusun dan
menetapkan APBDes tahun anggaran 2016 secara tepat waktu, vaitu
paling lambat bulan Januari 2016;

3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Desa agar
memenuhi jadwal proses penyusunan APBDes, mulai dari penyusunan,
penyampaian kepada BPD, persetujuan BPD, dan Perdes APBDes.

4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan
RAPBDes, sehingga APBDes merupakan wujud keterpaduan seluruh
program nasional, daerah dan desa dalam upaya peningkatan
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa;

5. Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2016 diupayakan dilakukan
setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015.

D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBDes.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2016, selain
memperhatikan kebijakan dan tcknis penyusunan APBDes, juga
memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

{. Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2010 agar melakukain langkah-
langkah, antara lain:

a. Mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan seefektif mungkin
dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan

ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang

121 2827 I e L

mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;

b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang
bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan
memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan vang
dapat memberdayakan masyarakat;

c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil
SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di
desa.

2. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Desa agar
menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai
. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.
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Tata kelola keuangan desa yang baik :

a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar
Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan Kkapasitas
pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun
pertanggungjawaban melalui  perbaikan prosedur, penyiapan
instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara
lebih akuntabel dan transparan;

b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa dalam pengadministrasian desa dan memastikan
penggunaan anggaran yang transparansi dan akuntabel kepada
masyarakat, Pemerintah Desa wajib menyediakan pengembangan
implementasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SID) sesuai
yang tertuang dalam Pasal 86 Undang-undang Desa No 6 tahun
2014;

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi,
sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknolog
informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang
memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan desa;

d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan
anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan  anggaran
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;

e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes melalui penyusunan laporan keuangan secara
tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi yang berlaku.

Kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efesien,
pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola
kerja sama antar desa.

Untuk keperluan pendataan desa, maka Desa wajib merekrut tenaga
Pendata dan Pembuat Profil Desa serta Pelaporan Kependudukan
dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa {(KMPD).

Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari
satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian
kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebin dahulu dibahas dan disetujui
bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu
penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan
sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk
dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat
meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku. :

Uaiam. rangka. Implementasi program percepatan pemberantasan
korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden
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Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, kepada Kepala Desa untuk :

a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;

b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar
dalam pelaksanaannya;

c. Bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap
kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang
bersumber dari APBN, APBD, PADes maupun sumber keuangan
lainnya.

8. Pajak

Belanja barang, jasa dan belanja modal yang dikenai pajak, maka harga
satuan harus ditambahkan dengan besaran pajak sesuai aturan yang
berlaku.

Demikian untuk menjadi bahan dalam penvusunan APBDes Tahun 2016.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal <3 —~U2~ 2
‘? . BUPATI DOMP

% MUHAMMAD AGUS PATRIA

Diundangkan di pu
pada tanggal 2402 — 2016
SEKRETARIS DAE UPATEN DOMPU,

BUKHARI
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